
 

100 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Adrian, Kevin. Memahami Perbedaan PCR, Rapid Test Antigen, dan Rapid Test . 

n.d. https://www.alodokter.com/memahami-perbedaan-pcr-rapid-test-
antigen-dan0rapid-test-antibodi-dalam-pemeriksaan-covid-19 (accessed 
Agustus 4, 2021). 

Amiruddin, and Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: 
RajaGrafindo, 2004. 

Anam, Saiful. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam 
Penelitian Hukum. n.d. (accessed November 25, 2021). 

Apa Itu Reagen dan Fungsinya di Tengah Pandemi COVID-19. n.d. 
https://genecraftlabs.com/id/apa-itu-reagen/ (accessed Oktober 20, 2021). 

Batalnya Suatu Perjanjian. n.d. 
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3520/batalnya-
suatu-perjanjian (accessed September 22, 2021). 

Bodnar, George H, and Hopwood William S. Sistem Informasi Akuntansi. 2003: 
PT. Indeks Kelompok, Gramedia, Jakarta. 

Claudia, Dinda. Sistem Sosial Indonesia dan Warisan Kemajemukan Masyarakat. 
n.d. http://d-claudia-a- e-p-fisip14.web.unair.ac.id/ (accessed Agustus 4, 
2021). 

Fuady, Munir. Hukum kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis). Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 1999. 

Harahap, Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, 1986. 

Hartono, Sri Rejeki. Kamus Hukum Ekonomi. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. 

Hartono, Sunaryati. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20. 
Bandung: Alumni, 1994. 

Hasbullah, Frieda Husni. Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan 
Jaminan. Jakarta: Indo Hill-Co, 2005. 

Huda, Miftahul. Mengenal Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), 
Skema Public Private Partnership (PPP) di Indonesia. n.d. pemerintah-
dengan-Badan-Usaha-KPBU-Skema-Public-Private-Partnership-
Partnership-PPP-di-Indonesia.html (accessed Agustus 5, 2021). 



 

101 
 

"Informasi APBN 2021 (Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan 
Reformasi)." n.d. https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-
apbn-2021.pdf (accessed Agustus 7, 2021). 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 120) . n.d. 

Kerlinger, Fred N. Asas-Asas Penelitian Behavioral, Edisi Indonesia, Cetakan 
kelima. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996. 

Knapp, Charles L. Rules of Contract Law 2011-2012. New York: Wolter Kluwer, 
2011. 

Lampiran Pidato Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka HUT Ke-76 RI. n.d. 
https://www.bappenas.go.id/files/lampid/Lampiran%20Pidato%20Presid
en%202021.pdf (accessed September 16, 2021). 

Margono, Sujud. ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses 
Pelembagaan dan Aspek Hukum. Bogor: Ghlmia Indonesia, 2004. 

Mashabi, Sania. Menkes Budi Nilai kalau Masyarakat Indonesia Disiplin, Pandemi 
Bisa Selesai. n.d. 
https://nasional.kompas.com/read/2021/01/22/15440041/menkes-budi-
nilai-kalau-masyarakat-indonesia-disiplin-pandemi-bisa-selesai (accessed 
Agustus 6, 2021). 

Membahas Wanprestasi Lebih Dalam. n.d. https://fjp-law.com/id/membahas-
wanprestasi-lebih-dalam/ (accessed Agustus 5, 2021). 

Muhammdad, Abdulkhadir. Hukum Perjanjian. Bandung: Penerbit Alumni, 1986. 

Muljadi, Kartini. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2003. 

Muljadi, Kartini, and Gunawan Widjaja. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. 
Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003. 

Nasution, S. Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, 
Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket. 
Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011. 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Manajemen Operasi Kepolisian (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 361. n.d. 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 



 

102 
 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
63) . n.d. 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah. n.d. 

"Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020." n.d. 
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/176089/Perpres_Nomor_54_Tahun_2
020.pdf (accessed Agustus 5, 2021). 

Putri, Alifia Maulina. "Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dengan 
Pihak Swasta Dalam Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)." Jurist-
Diction: Vol. 2 Nomor 4, 2019: 45. 

S, Salim H. Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar 
Grafika, 2003. 

—. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia. Jakarta: Sinar 
Grafika, 2003. 

Satrio, J. Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya. Bandung, 1993. 

Silalahi, Daud, and Lawencon Associates. Penjelasan Pasal 1320 KUHPerdata, 
Penjelasan Pasal 1320 KUHPerdata, 1266 dan 1267 dalam Aspek Hukum 
Perdata. n.d. ttps://www.dslalawfirm.com/id/penjelasan-pasal-1320-
kuhperdata-1266- dan-267-dalam-aspek-hukum-perdata/ (accessed Juli 
29, 2021). 

Simanjuntak, P.N.H. Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Diambatan, 
2007. 

Sitanggang, Michael Robintang M.R. "Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi 
Dalam Perjanjian Jual-Beli Rumah (Putusan 193/Pdt.G/2012/PN.Mdn)." 
Skripsi Medan: Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2017: 24-28. 

Sitepu, Badikenita. "Analisis Anggaran Pemerintah (APBN dan APBN-P) dalam 
Perspektif Demokrasi Multipartai dan Koalisi." Jurnal Ekonomi dan 
Pembangunan Indonesia Vol. 17, No. 1, 2016: 28–43 . 

Soekanto, Soejono, and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 2007. 

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1984. 



 

103 
 

Soemadipradja, Rahmat S.S. Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa. 
Jakarta: PT Gramedia, 2010. 

Sofwan, and Sri Soedewi Masjchoen. Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok 
Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Jakarta: BPHN Departemen 
Kehakiman RI, 1980. 

Subekti, R., and R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Jakarta: 
Balai Pustaka, 2012. 

Sulaiman, Robintan. Masalah dan Solusi Letter of Credit dalam Praktek 
Perdagangan Bebas (Tinjauan Yuridis). Tangerang: Fakultas Hukum 
Universitas Pelita Harapan, 1998. 

Suparman, Eman. Aspek Hukum Perdata dalam Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Pada Rancangan Undang-Undang tentang 
Pengadaan Barang/Jasa. n.d. 
Whttp://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5_LaWGOERamXJbauxb
QLMcCetTgzDkUvR.pdf (accessed November 28, 2021). 

Usman, Rachmadi. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. BAndung: 
PT. CItra Aditya Bakti, 2003. 

Visimedia. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: 
Visimedia, 2007. 

Winarsih, Arni. "Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Barang Pemerintah." 
Jurnal Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2018: 8. 

Zimmerman, Reinhard. The Law of Obligations – Roman Foundation of the 
Civilian Tradition. Oxford: Oxford University Press, 1996. 

 

 
  


